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-~

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah, Puji syukur marilah kita persembahkan kehadirat
Allah SWT dan sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan
kita Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat serta
pegikut beliau hing ga akhir zaman.

Saya, baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Program Doktor
llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menyambut baik
penerbitan buku yang berbentuk monograf atas inisiatif Prof. Dr. Joni
Emirzon, SH., M.Hum., FCBarb Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya. Buku ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa dan praktisi
hukum. Selanjutnya saya harapkan penulisan buku serupa ini manjadi
tradisi dikalangan mahasiswa dan dosen di lingkungan Fakultas Hukum
Universitas Sriawijaya untuk di masa mendatang.

Buku dihadapan para pembaca ini merupakan kumpulan tulisan
mahasiswa Program Doktor [Imu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya,diawali dengan tulisan Prof Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum.,
FCBArb. Buku ini mengambarkan bagaimana perkembangan aturan
hukum di bidang ekonomi, khusus di era industri dan era globalisasi
ekonomi, tanpa terasa telah masuk Era Industri 4.0 dan Era Globalisasi
ekonomi tahap ketiga. Terbentuknya globalisasi ekonomi sangat
didukung IPTEKs Era industri menghasilkan suatu masyarakat industrial

ditandai dengan tingkat konsumsi yang tinggi pada masyarakat yang
dapat membentuk sifat-sifat kontradiktif dan dilematis. Perkembang



era Industri 4.0 dan era globalisasi ekonomi t‘t‘“\fiamp

a Dagi
teknologi sebagai kunci penentu daya saing dalam kanc;zl:,:d ’
nasional maupun internasional. Siapa yang tidak Menguasai ’x_.-;_-:
telekomunikasi maka akan ketinggalan dalam persaingan bisni
karena itu, teknologi menjadi penting dan tidak ada pilihan : _
dimiliki oleh para pembisnis tersebut, Rl

sektor industri nasional, yang memberi peluang percep

Pemerintah Indonesia menyikapi perkembangan era indugt _'
dan era globalisasi ekonomi, walaupun agak terlambar dalam 1{
hukum, pemerintah telah memulai pada awal April 2018 mm;;
sebuah strategi pada industri nasional, Khususnya dalam menghyg |
era revolusi industri 4.0 yaitu memfokuskan inovasi pada keku
ekonomi pada industri makanan dan minuman, elektronik, otomayf
tekstil dan lain-lain. Hal ini merupakan kewajiban negara melindung
seluruh rakyat Indonesia serta memberikan jaminan kesejehteray
sebagaimana yang diamanatkan pasal 27 UUD NRI Tahun 1945, Dalam
rangka mengakomodasi semua keadaan tersebut, baik pe.mer"'_
pusat maupun daerah melahirkan berbagai aturan hukum, khu
di bidang ekonomi atau investasi, ternyata banyak aturan hukum
tersebut menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi khususnya
investasi, sehingga timbul pemikiran menyederhanakan aturan huku
melalui konsep Omnibus Law. Omnibus Law sebuah konsep hukum y z‘lg.-'
dilakukan oleh pemerintahan dalam penyederhanaan aturan hukum:
Omnibus Law akan membangun kepastian berinvestasi dan termasuk

d' )

adanya kemudahan dalam perizinan, melalui satu pintu dalam lembagt
tertentu. Melalui program omnibus law, pemerintah merevisi 82 peraturat
perundang-undangan yang terdiri dari 1.194 pasal. Pendekatan sistem
perundang-undangan nasional, dalam Undang-Undang Nomor 12 tahult
2011 untuk pembentukan peraturan perundang-undangan,
Omnibuslaw baik aspek formil dan materilnya tidak bertentang
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai payung (-umbnllaqct)f'-
undang-undang Omnibus Law. Namun, kelahiran UU Cipta
penuh dengan perdebatan antara kelompok yang setuju dan U&=
setuju. Perdebatan tersebut dibahas secara kritis dalam buku yang ==
dihadapan para pembaca. s
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Omnibus Law Cipta Kerja dari Aspek
Filosofi dalam Sistem Hukum Nasional

Bambang Sugianto, S.H,, M.Hum.’

oy /|

A. Pendahuluan

Sebagai negara hukum yang bertujuan melindungi seluruh rakyat
Indonesia serta memberikan jaminan kesejahteraan untuk masyarakat
sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan.”

Omnibus law sebuah konsep hukum yang akan dilakukan oleh
pemerintahan dalam penyederhanaan akibat berbelit dan panjang
regulasi yang saat ini. Dengan adanya program omnibus law melakukan
penyederhanaan melalui revisi perundang-undangan bisa investasi
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang. Untuk
merealisasikan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Presiden
Republik Indonesia mengajak Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR-RI) untuk merumus dan membahas rancangan undang-

'Mahasiswa Ilmu Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitzs
Sriwijaya Angkatan 2020, Dosen Sekolah Tinggi llmu Hukum Sumpah Pemuda
(STIPADA) Palembang,

*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27. Hasil
amendemen pertama dan kelima,

47







Di mana formula kenaikan upah didasarkan pada inflasi ditambah
pertumbuhan ekonomi.

Dalam tulisan ini, akan mengkaji dan membahas secara khusus
tentang Undang-Undang Omnibus Law yang berkaitan aspek filosofi
ke depan, apakah menjamin unifikasi hukum dan membawa perbaikan
sistem iklim ekonomi dan investasi. Adapun permasalahan yang akan
dibahas dalam tulisan ini, di mana kita melihat bahwa omnibus law
yang sampai sekarang masih banyak terdapat penolakan. Adapun
permasalahannya: Bagaimana aspek positif dan negatif program
omnibus law dan bagaimana sisi filosofi terhadap program omnibus law.

B. Pembahasan
1. Aspek Positif dan Negatif Program Omnibus Law

Sebelum membahas omnibus law, lebih jauh maka perlu sedikit
diulas terkait dengan tujuan dari peraturan perundang-undangan itu.
Dalam Kamus Hukum Merriam-Webster, istilah omnibus law berasal
dari omnibus bill, yakni undang-undang yang mencakup berbagai isu
atau topik. Kata “omnibus” berasal dari bahasa Latin yang berarti
“segalanya”. Istilah omnibus law mungkin bagi sebagian kalangan
masyarakat Indonesia masih terasa asing. Bahkan beberapa kalangan
akademisi hukum masih memperdebatkan konsep omnibus law,
karena bila hal tersebut diterapkan dikhawatirkan akan mengganggu
sistem ketatanegaraan Indonesia karena sistem hukum yang dianut
di Indonesia yang dominan adalah civil law.* Sedangkan omnibus law

*Menurut Dedi Soemardi dalam buku Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta;
Indhillco, 1997) menyatakan bahwa civil law dalam sistem hukum memperoleh
kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang
berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi,
Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan
tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum akan diwujudkan di
mana tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan
peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan
sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang
mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan
dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan
seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara
saja (Doktrins Res Ajudicata).
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ini berasal dari sistem hukum common law.5

Undang-Undang Cipta Kerja yang dikenal dengan istilah omnibyg
law bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan mempermudah
untuk berinvestasi. Karena selama ini pemerintahan melihat kurangnya
investor untuk berinvestasi di Indonesia, disebabkan adanya hambatan
utama dalam peningkatan investasi dan daya saing adalah terlaly
banyaknya peraturan perundang-undang yang mengatur regulasi
investasi dan perizinan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Melalui program omnibus law, pemerintah akan merevisi 82
peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 1.194 pasal.® Omnibus
law akan terbagi dalam sebelas bagian klaster, yakni penyederhanaan
perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha,
serta kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM. Selanjutnya
klaster dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan,
pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah,
serta kawasan ekonomi.

Lahirnya omnibus law banyak diterapkan di negara-negara dengan
konsep hukum anglo saxon,” seperti Amerika Serikat (AS). Namun, bukan

*Common law merupakan paham the rule of law yang bertumpu pada sistem
aglo saxon atau commom system. Common law lahir berdasarkan tradisi, kebiasaan dan
berkembang dari preseden yang dipergunakan oleh hakim untuk menyelesaikan
suatu kasus yang masuk dalam persidangan. Dari segi penggolongannya, common
law juga mengenai pembagian hukum publik dan privat. Pengertian yang diberikan
kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem 3
hukum Eropa Kontinental. Sedangkan hukum privat lebih dimaksudkan sebagai
kaidah-kaidah hukum tentang hak milik (law of contract) dan hukum tentang
perbuatan melawan hukum (law of torts) yang tersebar di dalam peraturan-peraturan
tertulis, putusan-putusan hakim dan hukum kebiasaan. '

*Harian Kompas, tanggal 4 Januari 2020. :

"Handoyo dan Hestu Cipto dalam buku Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta,
Universitas Atma Jaya (2009) menyatakan bahwa sistem hukum anglo saxon
merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi. Sistem
hukum anglo saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum
yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum
melalui lembaga peradilan dengan sistem yurisprudensi dianggap lebih bdk '
agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan
oleh masyarakat secara nyata. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, IDSS"”' A
Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan -
Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sis
hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selaift
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berarti tidak dapat diberlakukan atay diterapkan di negara sistem hukum
civil law terutama Indonesia. Kebijakan omnibus law dapat direalisasikan
harus didukung semua elemen pemerintahan dan masyarakat, yaitu
melalui dan melakukan revisi terhadap perundang-undangan yang
berhubungan investasi, perizinan, tenaga kerja, dan sistem usaha mikro
kecil menengah.

Pendekatan sistem perundang-undangan nasional, dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk pembentukan peraturan
perundang-undangan, sistem omnibus law baik aspek formil dan
materiilnya tidak bertentangan dan Undang-Undang Dasar 1945
sebagai payung (umbrella act) untuk Undang-Undang Omnibus Law.
Untuk kepentingan itu dan mengakomodasi pengaturan tentang
konsep omnibus law tetap memperhatikan nilai-nilai dan kearifan lokal,
sehingga undang-undang tersebut akan mempunyai nilai positif untuk
masyarakat terutama masyarakat usaha.

Hal ini penting untuk mengantisipasi berbagai upaya hukum oleh
pihak-pihak tertentu dengan mempersoalkan di Mahkamah Konstitusi
(MK). Perlu juga dipahami bahwa Indonesia pernah mengeluarkan
kebijakan hukum yang berkonsep seperti omnibus law, seperti Ketetapan
MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan
Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR RI Tahun
1960. Pada pokoknya kebijakan tersebut mengatur perihal ketetapan
MPR,

Oleh karena itu, untuk melahirkan kebijakan yang lengkap dan
komprehensif seperti omnibus law ini dalam pelaksanaan pemerintah
harus membentuk lembaga, misalnya bank tanah, lembaga perizinan
termasuk terjadinya perubahan Lembaga Kementerian Investasi yang
baru dilakukan oleh presiden, yang bertujuan dalam koordinasi akan
lebih cepat dan baik di antara perwakilan dari kementerian atau
lembaga terkait, pengusaha, akademisi, kepala daerah, dan tokoh-tokoh
Mmasyarakat,

—

Negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum
anglo saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan
Hc_bagian besar sistem hukum anglo saxon, namun juga memberlakukan hukum
adat dan hukum agama.
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(application policy). Artinya, persoalannya bukan berkenaan dehgm
perumusan suatu kebijakan tentang hukum (formulation policy), tetap|
berkenaan dengan game-rules dalam penerapan hukum.

b. Terbatasnya Tafsiran Peraturan Perundang-Undangan

Terbatasnya tafsiran serta sempitnya aturan itu akan membuat hukum

atau undang-undang itu tertinggal dengan perkembangan m‘lsyﬂrnku,
Oleh karena itu, program omnibus law akan membatasi kewenangy

dacrah dan asas sentralistik akan terjadi dalam pelaksanaan Undan ;
undang. Omnibus law akan berdampak akan banyak melahirks
peraturan-peraturan pelaksana terhadap satu undang-undang ba g
berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

2. Aspek Filosofi Terhadap Program Omnibus Law

Dilahirkan omnibus law tentu mempunyai tujuan, baik aspek sosiologis,
aspek yuridis dan aspek filosofinya. Akan tetapi, yang terpenting
bagaimana aspek filosofinya suatu peraturan perundang-undan:
ke depannya untuk masyarakat. Landasan filosofis dalam peratura
perundang-undangan merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk memperumba.n ka
bagaimana sekian tahun ke depan, apakah masih dibutuhkan ai
peraturan ini kepentingan sesaat saja, asas filosofi melahirl
pandangan hukum ke depan, kesadaran, dan cita hukum yang me
suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumb
Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Re
Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis yaitu landasan filsafa
ide yang dijadikan dasar dalam pembuatan suatu peraturan perun
undangan. Pancasila merupakan dasar dalam filsafat perun
undangan dijadikan sumber hukum nasional dalam hal ini undan
undang hasil omnibus law yaitu Un-dang-‘Undang Cipta- -I(erja. ¥

- untuk'masyarakat itu sendiri. Landasan filosofis merup
E mg;-, erkaitan tujuan hukum akan datang dengan makna dai
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dart isi uml;mp,—llnt‘lang d

Ml produk omnibus law, yang berusaha
menelaah masal

ah pokok dan efektivitas hukum ke depan, terhadap
perundang-undangan apakah isi ity ada manfaat dan bisa dipertahankan
dalam Jangka panjang, Mmengapa omnibus law diperlukan, apa yang

seharusnya menjadi tujuan undang-undang produk omnibus law
rersebut,

Filosofi atau filsafat memegang peranan penting di dalam
pengembangan Undang-Undang Cipta Kerja dari omnibus law, dalam
pengembangan cipta kerja akan berpijak pada kemudahan dan kepastian
hukum, termasuk kepastian berinvestasi, perizinan, dan kondisi politik
dalam suatu negara yang stabil,

a.  Omnibus Law Menuju Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan tujuan utama dilahirkannya omnibus law
terutama kepastian hukum dalam bidang ekonomi dan usaha, maka dari
itu pemerintah perlu mengambil sikap dan kebijakan strategis untuk
menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi,
mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi dengan dijaminnya dalam
Undang-Undang Omnibus Law.

Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan
ketenagakerjaan, dan pertumbuhan investasi dengan tujuan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabil sistem politik dan
konsisten naik pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Namun,
upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi saat ini, terutama yang

menyangkut:
1) Pemerataan hak masyarakat adalah bahwa penciptaan peluang kerja

untuk memenuhi hak warga negara atas peketjaan dan penghidupan
yang layak bagi rakyat Indonesia dilakukan secara merata di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama daerah-

daerah yang berada di luar Pulau Jawa.

2)  Kemudahan berusaha adalah bahwa penciptaan kerja yang didukung
dengan proses berusaha yang sederhana, kemudahan bukan saja
terhadap investasi yang besar, tetapi terhadap UMKM. Kemudahan
akan cepat mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha
mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian
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2. Saran 4
Pemerintah dalam penerbitan aturan pelaksana Undang-Undg

Omnibus Law harus memperhatikan nilai-nilai so‘sial terutama
perlindungan tenaga kerja, dunia usaha dan pEkerJ:’:l atalf yang mew: -'.. |
pekerja untuk duduk bersama dalam upaya menghmdat:l adanya ke i
kepentingan sehingga adanya kondusifitas berusaha di Indonelia,-;

Pemerintah dalam membentuk unit kerja sebagai pelaks
Undang-Undang Omnibus Law dibutuhkan lembaga yang kredibcl-f"
kapabel yang tujuannya untuk melaksanakan omnibus law tersebut dz

menjadi tempat untuk mengonsolidasikan norma dan undang-undai
agar dapat secara terencana dan tepat sasaran, 4
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